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PERAN POLISI LALU LINTASMENANGANI PENERTIBAN
MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS
DI KOTA SAMARINDA

Faramita Nuriya Sari*

Abstrak
Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban
Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda,bawah bimbingan
Bapak Dr. Heryono susilo Utomo, M.Si selaku pembimgbi dan Bapak Drs.
M.Z. Arifin, M.Si selaku pembimbing 1.

Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran PolisuLéhtas dan untuk
mengetahui faktor pendukung dan penghambat menamgarertiban Lalu
Lintas Di Kota Samarinda

Jenis penelitianin adalah penelitian deskriptiflitaaf dan pengambilan

sampel menggunakan teknRurposive Sampling dan Accidental Sampling,
sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunaigan cara yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumberydatadigunakan ada dua
jenis yaitu sumber data primer merupakan sumbier ying diperoleh melalui
informan dengan cara melakukan wawancara secagsuag dan dipandu
dengan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitedangkan sumber data
sekunder merupakan sumber data yang diperolehipeseelara tidak langsung
melalui media perantara seperti catatan yang teledusun dalam arsip atau
buku pedoman. Adapun analisis data yang digunakdand penelitian ini
adalah dengan metode deskriptif, yaitu mengganaparéntang data dan fakta
mengenai objek penelitian maka analisis yang digamaadalah analisis data
kualitatif. Aktivitas dalam analisis data yaitData Condensation, Data Display,
danConclusion Drawing/Verifications.
Hasil penelitian dari Peran Polisi Lalu Lintas Megani Penertiban Masyarakat
Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda adalah masitang berjalan dengan
baik karena masih terdapat banyak pelanggararliteis dan kinerja Polantas
yang masih belum maksimal.

Faktor penghambat dalam Peran Polisi Lalu Lintas&hgani Penertiban
Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarindalal waktu yang
dibutuhkan untuk memikirkan dan mencari solusi kntmenyelesaikam
masalah lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata Kunci: Polantas, Lalu Lintas, Angkutan Jalan
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Pendahuluan
Latar Belakang Masalah

Dalam suatu Negara dimanapun di dunia ini terkatiulndonesia
bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat dalarkarangnuju masyarakat
yang sejahtera, merupakan faktor utama baik dalaburigan antara individu
sesama anggota masyarakat dengan masyarkat ladnsgdu wilayah dengan
wilayah lainnya dalam satu Negara, untuk ketertitb@m keamanan masyarakat,
pentingnya penertiban hukum baik dalam rangka tsr hubungan
masyarakat juga ketertiban dari para pelanggar rhukiermasuk aksi
pelanggaran lalu lintas.

Menyadari akan laju perkembangan teknologi modengydiikuti
pula laju perkemabngan penduduk yang kian padakantzal ini dapat
menimbulkan permasalahan-permasalahan diberbagaindpi Salah satunya
adalah bidang lalu lintas jalan raya.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai penjalea dapat
diukur dari kemampuan dan daya serap individuadeagaimana penerapannya
di jalan raya.

Terdapat lima faktor yang menyebabkan terjalinperistiwa
kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Negara Repubfidohesia menyebutkan
faktor-faktor tersebut yaitu faktor pengemudi (msiay lalu lintas, jalan,
kendaraan, dan lingkungan, Dari beberapa faktosebert, faktor manusia
merupakan faktor yang dominan mempengaruhi kecatakblampir semua
kecelakaan didahului dengan pelanggaran lalu lilRekanggaran terhadap lalu
lintas ini dapat terjadi karena sengaja melanggatidaktahuan terhadap arti
aturan yang berlaku atau pula pura-pura tidak tahu.

Pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indong$lalri)
bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negemg yaneliputi
terpeliharanya keamanan, ketertiban dan keselamatsyarakat tertib dan
tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan dapa masyarakat,
pengayoman, dan pelayanan penuh terhadap masyarskéd terbinanya
ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggiA$asi Manusia.

Seiring dengan peningkatan profisionalisme kepiisituntutan ke
arah perbaikan kinerja dan citra kepolisian sebpganelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindyngengayoman dan
pelayanan masyarakat menjadi agenda reformasi ikgwol Dengan demikian
uraian di atas menarik peneliti untuk meneliti &gt “Peran Polantas Dalam
Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlaltakibi Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran polisi lalu lintas menangani pdrartimasyarakat dalam
berlalu lintas di Kota Samarinda ?

2. Apakah faktor-faktor penghambat dan faktor pendgkpolisi lalu lintas
menangani masyarakat dalam berlalu lintas di Kata&@inda ?
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Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui peran Polisi Lalu Lintas menanggmenertiban
masyarakat dalam berlalu lintas Di Kota Samarinda

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor plemdg dalam
menangani penertiban Lalu Lintas Di kota samarinda.

Manfaat Pendlitian
1. Secara Teoritis :
Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikamisangan dan masukan
pengetahuan bagi pihak pengembangan ilmu Pengetahua
2. Secara praktis
a. Hasil penelitian ini di harapkan bahwa hasil pdrali ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah S#marinda
Tentang bagaimana cara menertibkan masyarakat karang patuh
terhadap berlalu lintas.
b. Hasil penelitian ini juga di harapkan bisa menjadisukan bagi Polantas
Kota Samarinda agar bisa lebih baik lagi dalam midgk&n masyarakat
yang kurang patuh dalam berlalu lintas.

Kerangka Dasar Teori
Pelayanan Publik

Sebagai setiap kegiatan yang di lakukan oleh peadriterhadap
sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yarnpguntungkan dalam
suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan lapuasskipun hasilnya
tidak terkait pada suatu produk secara fisik (Siteal22005:5).

Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan (mejakeperluan
orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentimpgda organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yangdetatapkan” . Dalam hal ini
pelayanan publik oleh birokrasi merupakan salab patwujudan dari fungsi
aparatur Negara sebagai abdi masyarakat disampmbggai abdi Negara
(Kurniawan, 2005:6).

Jenis Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara oNom
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyekeaga Pelayanan
Publik membedakan jenis pelayanan menjadi tigankptk yaitu :
a. Kelompok Pelayanan Administratif
b. Kelompok Pelayanan Barang
c. Kelompok Pelayanan Jasa

Peran Kepolisian RI

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang gedn singkat
dengan polri dalam kaitannya dengan pemerintahataladsalah satu fungsi
pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamatan ketertiban

4650



Peran Polisi Lalu Lintas Mengenai Penertiban Masyarakat (Faramita N.S.)

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman pelayanan
kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujullgamanan, kenyamanan
dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya rukterselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaanaksy, serta terbinanya
ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggakagki manusia.

Pengertian Peran

Peran adalah sebagai prilaku yang di atur dan dapkan dari
seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dakehuah organisasi
mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa haragminttana penanggung
peran berprilaku (Veitzhal Rivai ,2006:148)

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (statdgébila
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya s#sogan kedudukannya,
maka ia menjalankan suatu peran (Sukanto ,2013:243)

Kepolisan Rl dan Tugasnya

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasalb hyentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahegpolisian Negara
Republik Indonesia merupakan alat Negara yang bempdalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkammhuerta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelyanan kepada akasydalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkaal paayat 2 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negapublik Indonesia
dikatakan bahwa Kepolisan Negara Republik Indoneslalah Kepolisian
Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam maekksa peran
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1.

Menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2@3Ramng
Kepolisian Republik Indonesia dikatakan bahwa Polemiliki tugas sebagai
berikut :

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan Pelayke@ada masyarakat.

Kepolisan Sektor dan Tugasnnya
Menurut Peraturan kapolri No 23 tahun 2010 pasdl88f (d) tentang
Sususnan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkadlisggn Sektor dikatakan
bahwa unsure pelaksana tugas pokok terdiri dari :
Unit Intelijen Keamanan (Unitintelkam)
Unit Reserse Kriminal (Unitreskrim)
SPKT
Unit Lalu Lintas (Unitlantas)
Unit Pembinaan Masyarakat (Unitbinmas)
Unit samapta Bhayangkara (Unitsabhara)
Unit Polisi Perairan (Unitpolair)

@~eooo0oT
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Ketertiban Masyarakat dan Berlalu lintas

Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lafttasidan
Angkutan Jalan disebutkan dalam pasal 105 bahwapseirang yang
menggunakan jalan wajib berprilaku tertib dan mgabehal-hal yang dapat
merintangi, membahayakan keamanan dan keselangdtidimtas dan angkutan
jalan, atau yang dapat menilbulkan kerusakan jalatam hal ini setiap orang
mengemudikan kendaraan roda dua maupun roda emipgdlath wajib
mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesel@dmengenakan sabuk
keselamatan, memakai Helm Standar Nasional Indanssrta mematuhi
rambu-rambu lalu Lintas. Dan pada saat diadakanepksaan kendaraan
bermotor di jalan setiap orang yang mengemudi kexagta bermotor wajib
menunjukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor K§Tddn Surat Izin
Mengemudi (SIM) sedangkan dalam pasal 105 No 2217 @009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa dalanddaa tertentu untuk
ketertiban dan kelancarakan lalu lintas dan angkigkan, petugas kepolisian
Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :
a. Memberhentiakan arus lalu lintas dan pengguna jalan
b. Memerintahkan untuk pengguna jalan untuk jalansteru
c. Memepercepat arus lalu lintas
d. Memperlambat arus lalu lintas
e. Mengalihkan arah arus lalun lintas

M etode Penelitian
Jenis Pendlitian

jenis penelitian yang akan di gunakan adalah peaelideskriptif
kualitatif. Hal ini di maksudkan agar penelitian dapat menjelaskan tentang
objek yang akan di teliti.

Fokus Pendlitian
1. Peranan Polantas Kota Samarinda dalam meningk&&tantiban berlalu
lintas:
a. Penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lafsliahgkutan jalan
dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat
b. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalanada@ppetugas
kepolisian.
c. Koordinasi dengan pihak yang terkait (polisi, dishoasyarakat)
d. Polisi Lalu Lintas bertugas melakukan koordinasiygenggara yang
dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dgkugem jalan.
2. Faktor Penghambat Polantas Kota Samarinda dalaelakivkan
Penertiban Lalu Lintas.
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Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang di peroleh secarasisrggdari sumbernya
atau narasumber sebagai informan yang yang lang&emgubungan
dengan fokus penelitian.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalanulbesistematis
yang sudah di olah dan di publikasikan. Data imbbaetuk dokumen-
dokumen yaitu Profil polresta Kota Samarinda, gatanggaran lalu
lintas, data buku keluar/masuk undangan, arsip Yaedpubungan
dengan penelitian dan buku-buku referensi yang apat di
perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Pustakal{brary Research)
2. Studi LapanganHield Research)
a. Teknik Observasi
b. Teknik Wawancara
c. Teknik Dokumentasi

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Datd@ta Collection)
Pengumpulan data adalah data pertama atau dataalmesing
dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Kondensasi DataData Condensation)
Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memngadakan,
mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data.

3. Penyajian Datal¥ata Display)
Penyajian data adalah sebuah pengorganisasiargtpanydari infomasi
yang memungkinkan penyimpulan dan aksi.

4. Penarikan KesimpularCpnclusions Drawing).
Kegiatan analisis data yang terakhir adalah Peaaiesimpulan.

Has| Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yantahtedi uraikan
sebelumnya merupakan rangkaian dari penelitianalimuntuk mengetahui
Peran Polisis Lalu Lintas menangani penertiban aragat dalam berlalu lintas
di Kota samarinda yang diambil dari Undang-Undargmir 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakahwaaperan dan fungsi
polisi di bidang lalu lintas adalah registrasi/ ndékasi pengemudi dan
kendaraan, penegakan hukum lalu lintas, operasinaabjemen dan rekayasa
lalu lintas, pendidikan masyarakat tenteng laltabndan sebagai pusat K3l (
Komando, Kendali, Koordinasi dan informasi ) lalaotds. Peran dan fungsi
tersebut bertujuan mewujudkan keamanan, keselamadtatertiban dan
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kelancaran lalu lintas, kepatuhan masyarakat tegh&ddkum dan peraturan lalu
lintas, serta meningkatkan pelayanan dibidangliatas. Pada setiap penulisan
ilmiah sosial tidak dapat dilakukan pengukuran ypagti. Dengan analisa dan
pengetahuan dari masing-masing fokus penulisarrapkan akan memperoleh
hasil yang mendekati realita.

Peran Polis Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat dalam Berlalu
Lintasdi Samarinda
Peran Polantas Kota samarinda dalam menanganitip@memasyarakat
dalam berlalu lintas adalah sebagai wahana untukyimergikan tugas pokok
dan fungsi setiap instansi penyelenggara laludimtan angkutan jalan dalam
rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, ermé@n, serta
meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan selmmmiat penegak hukum.
Forum terdiri atas forum lalu lintas dan angkutalan nasional, forum provinsi
dan forum kabupaten/ kota.
1. Penyelenggaraan Pengaturan dan Penertiban Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dalam Kegiatan Pelayanan Langsung Kepada
M asyar akat

Penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalas lidian
angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsupgdee masyarakat
didasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor 2 Tah@2 Z@&ntang
Kepolisian pada pasal kedua membahas tentang Fufesolisian
adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dnbiggemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hydarfimdungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalas lidian
angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsupgdee masyarakat
di bidang jalan dalam penelitian ini membahas &k@gi yang sesuai
tugas pokok dan fungsi kepolisian berdasarkan Ugdealang Nomer
22 Tahun 2009 terutama tentang pengaturan, pemagaagawalan dan
patroli lalu lintas. Pelayanan langsung yang dirtaroleh masyarakat
secara adalah pengaturan, yaitu pengaturan laasldan angkutan jalan
di daerah-daerah rawan kemacetan.

Penyelenggaraan pengaturan dan penertiban lalas lidian
angkutan jalan ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan
pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengdweraaraan
pribadi ataupun angkutan, berdasarkan hasil wawancgang
mengatakan bahwa penyelenggaraan pengaturan daantipam lalu
lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelaydaagsung kepada
masyarakat dapat dikatakan bahwa pengaturan dgatoean lalu lintas
dan angkutan jalan di sebagian titik rawan kemacstadah berjalan
baik, dengan dilakukannya pengaturan lalu lintagapmm-jam padat
kendaraan yaitu pada pagi, siang dan sore hari.uNamasih terdapat
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beberapa pelanggaran yang terjadi dimasyarakatggghimenyebabkan
sebagian masyarakat merasa terganggu.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan baperan
sudah Polantas dalam Penyelenggaraan pengaturgpedartiban lalu
lintas dan angkutan jalan sudah berjalan dengak delam kegiatan
pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu peagadan penertiban
lalu lintas di daerah rawan kemacetan.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Petugas
Kepolissan

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pésherintah
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomeal2 t2009
adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat ydakulhn oleh
pemerintah dan dilaksanakan sesuai sengan tugask pidn fungsi
masing-masing.

Dalam upaya melakukan penyelenggaraan penertibatirtas
dan angkutan jalan berdasarkan tugas pokok dansifukepolisian
dalam Undang-undang tahun 2009 Nomer 22 Pasal Idatad
penyelenggaraan dibidang registrasi dan identiflikeisdaraan bermotor
dan pengemudi, penegakan hukum, operasional maeajedan
rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu $irdebagaimana yang
dimaksud dalam undang-undang. Penyelenggaraantipanealu lintas
dan angkutan umum yang dimaksud adalah penegak&umhudi
wilayah Kota samarinda. Penegakan hukum yang dintakedalah
menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap tath tal lintas dan
angkutan umum, yaitu pelanggaran terhadap bataspatm, rambu-
rambu lalu lintas (marka rambu), surat-surat, kghapan, sabuk dan
bergoncengan lebih dari satu.

Hasil dari wawancara yang mengatakan bahwa perggdeaan
lalu lintas dan angkutan jalan di kota samarindgalz dengan kurang
baik, karena masih banyak terdapat pelanggaranifahs dan kinerja
Polantas Kota Samarinda juga harus ditingkatkani |agar
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalantdepi baik lagi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwan pe
Polantas dalam Penyelenggaraan penertiban lalaslidan angkutan
jalan kepada petugas kepolisian, berjalan dengaangubaik karena
masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas d#erjl& Polantas yang
masih kurang maksimal dalam penegakan hukum.

. Koordinasi Dengan Pihak Terkait

Koordinasi penyelengaraan lalu lintas dan angkjakam adalah
kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakalk&inpemerintah,
pemerintah daerah, badan hukum dan/ atau masyargkatdinasi
dilakukan guna mempermudah dalam membantu mendapaan.
Tujuan yang ingin dicapai dari koordinasi dalam gdgian ini adalah
kerja sama antar instansi yang membuat wilayah ksatenarinda
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menjadi taat lalu lintas, seperti tidak ada lagkpdiar di badan jalan
yang menyebabkan kemacetan.

Forum sebagai wahana dalam koordinasi antar instans
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalanuniorbertugas
melakukan koordinasi antar instansi penyelenggarg ynenentukaan
keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikaagsdahan lalu
lintas dan angkutan jalan.

Instansi yang terkait dengan Polantas di wilayatak@amarinda
adalah Dinas Pasar yang mengurusi tentang pasagrS@among Praja
yang mengurusi tentang pedagang-pedangan kaki loaa, Dinas
Perhubungan yang mengurusi tentang parkir-parkir yYiang ada di
sekitar wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa
koordinasi yang dilakukan oleh Polantas Kota samdari dengan
instansi yang ada di Kota samarinda terjalin dendaik, dalam
koordinasi tersbut menghasil perencanaan dan pesaiah masalah
yang terjadi di Kota Samarinda. Perencanaan dayefesaian masalah
tentang lalu lintas dan angkutan umum yang berhgdoundengan
masyarakat memerlukan sosialisasi dan komunikaar atpsyarakat
tahu akan tata tertib yang harus ditaati, baikadissisi dengan media
elektronik, media cetak atau pun berupa himbauagslang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan baperan
polantas dalam Koordinasi dengan pihak terkaiaki@rjhubungan yang
baik antar instansi di wilayah Kota Samarinda namkuwrang sosialisasi
tentang berlalu lintas dan angkutan jalan kepadayamakat melalui
media cetak ataupun elektronik.

4. Polis Lalu Lintas Bertugas dalam Menyelesaikan Permasalahan
Lalu Lintasdan Angkutan Jalan

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputietiigranya
kemanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tggalkhukum,
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, darygmela kepada
masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkatan, terutama
terpeliharanya ketertiban masyarakat sehingga rakghr merasa
tentram dan merasa dilindungi dan diayomi olehspofPermasalahan
lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas adalahgpbaian terhadap
tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengglkendaraan roda dua
atau lebih yang dapat menyebabkan kecelakaan lakas| bagi
pengguna jalan lainnya, baik kehilangan nyawa maupka luka dan
terganggunya lalu lintas.
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Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahlam da
menyelesaikan permaslahan lalu lintas dan anghkdatnpolantas sudah
berupanya mencari solusi untuk menyelesaikan pedatzen lalu lintas
dan angkutan kota di samarinda, namun untuk mesigk¢seluruhan
masalah yang ada tidak dapat langsung terlaksanausdapat di atasi
denga bertahap dan meperbaiki fasilitas-fasilitasim seperti lampu
lalu lintas, memberi pelanggaran yang tegas patimggara tata tertib
lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di katakan bakwvan gPolisi
lalu lintas yang bertugas dalam menyelesaikan psalahan lalu lintas
dan angkutan jalan, dalam upaya menyelesaikan atasalkup baik
namun butuh waktu untuk menyelesaikam seluruh mhdalu lintas
dan angkutan jalan. Karena banyaknya permasalaitantg lalu lintas
dan anmgkutan jalan tidak mudah untuk diselesaitalam waktu
singkat.

Faktor Penghambat dalam Peran Polis Lalu Lintas Menangani Penertiban
Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Samarinda

Ada beberapa kendala yang penulis temukan datiwwagiancara penulis
dengan pihak kepolisian.Selain itu banyaknya pejaran yang terjadi di
lapangan juga sangat menyulitkan bagi pihak kejpolisnengingat pelanggaran
yang terjadi di lapangan sangat beragam. Jajaralantd@e Polrestabes
Samarinda menyadari ada beberapa kendala-kendadgprmyanghambat proses
menangani penertiban lalu lintas dan angkutan felesebut.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjaatia pDinas
Perhubungan dalam standar pelayanan, asuransaketah, pengawasan, dan
pengaduan masyarakat adalah:

1. Penghambat penyelenggaraan pengaturan dan penddibdintas dan
angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsupgdeemasyarakat,
sebagian masyarakat yang tidak mau diatur dan hgingieraturan
yang telah ditetapkan untuk menertibkan lalu limtas angkutan jalan.

2. Penghambat penyelenggaraan penertiban lalu liasadgkutan jalan
kepada petugas kepolisian, kinerja Polantas yangihm&urang
maksimal dalam mengatasi penertiban masyarakandadalalu lintas.

3. Penghambat koordinasi dengan pihak terkait, kurgagsosialisasi
tentang tata tertib berlalu lintas dan angkutaamnj&depada msyarakat.

4. Penghambat polisi lalu lintas bertugas dalam mesggkan
permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, buaktu untuk dapat
memikirkan dan mencari solusi untuk menyelesaikaasatah lalu
lintas dan angkutan jalan.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lkakan pada bab
sebelumnya, maka dengan ini penulis memberikan rapae kesimpulan
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mengenai Peran Polisi Lalu Lintas Menangani PdrartiMasyarakat dalam
Berlalu Lintas di Kota samarinda yaitu sebagai herik

1.

Dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyamRékintas sudah
berperan dalam pengaturan dan penertiban laluslidtadaerah rawan
kemacetan yaitu adapun beberapa contoh daerahrgam@gn kemacetan
adalah daerah Pasar segiri ( jl.Pahlawan), JI. Qy#ogun Kusumo, Jl.
Dr.Sutomo, JI. Untung Suropati, JI. Juanda, JI.ghmg

Peran Polantas dalam penyelenggaraan lalu lintashnb&rjalan kurang
baik karena masih terdapat banyak pelanggaranlitdhs seperti masih
banyak pengguna roda dua yang tidak menggunakam dieeh pengguna
roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman.

Koordinasi Polantas dengan Dinas Perhubungan shdghlan dengan
baik namun kurangnya sosialisasi berlalu lintas akiep masyarakat
misalnya tentang pengenalan rambu-rambu lalu lingasntingnya

menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua.

Kinerja Polisi masih kurang baik, karena masih la&ngolisi yang tidak

tepat waktu dalam mengatur lalu lintas sehinggayelesbkan kemacetan
dan masih banyak pos-pos penjagaan yang tidakadipdeh polisi lalu

lintas sehingga menyebabkan banyaknya terjadi pgéaan seperti
menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan hiedmi pengguna
roda dua.

Faktor penghambat dalam Peran Polisi Lalu Lintasdigani Penertiban

Masyarakat dalam Berlalu Lintas di Kota samarindaimkurangnya sosialiasi
Polantas kepada masyarakat, kurangnya kesadarganalest tetang
pentingnya taat tertib terhadap lalu lintas dambuwtaktu untuk menyelesaikan
masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dan angialtan.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan ysemulis kemukan

maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut

1.

Sebaiknya Polantas menambah waktu penjagaan dialdasawan
kemacetan teruma di jam-jam macet seperti pagipjaaia saat masyarakat
mulai beraktifitas, siang hari pada jam istiraha dore hari.

Sebaiknya Polantas saling bekerja sama denganabggk instansi yang
mengatur lalu lintas terutama Pihak Dinas perhuAnondalam membagi
tugas untuk mengatur, mengawasi dan menindak s¢egas pelanggar
lalu lintas baik secara teguran maupun dengan miahesanksi tilang.
Di harapkan Polantas dan Dinas Perhubungan menkagk&erja sama
dalam memecahkan dan mengurangi masalah kemaeegtariebih sering
dilakukan Sosialisasi tentang pendidikan kepadayamakat tentang
disiplin berlalu lintas agar masyarakat lebih meamhpentingnya patuh
kepada tata tertib lalu lintas dan dapat menguréingkat kecelakaan
dijalan raya.
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4. Diharapkan Polantas dapat menyesuaikan mengenalahaisplin waktu
agar dapat tepat waktu dalam menjalankan tugasnggghi dapat
mengurangi kemacetan dan diharapkan dapat lebihpewaatikan pos-
pos penjagaan yang jarang dijaga misalnya sepastpplisi yang berada
di JI. Lambung Mangkurat dan di JI. Gatot subroto.
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